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TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN
2.1 [bookmark: _Toc130842839][bookmark: _Toc136799053][bookmark: _Toc136867336][bookmark: _Toc137287981]Penelitian Sebelumnya
Penelitian sebelumnya atau disebut juga Penelitian Terdahulu berisi penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti lain yang substansinya sama atau mirip dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Sebagai bahan perbandingan dan bahan kajian dalam penulisan skripsi ini, adapun yang digunakan untuk memperoleh itu antara lain penelitian tentang kekerasan pada anak, yaitu sebagai berikut:
Tabel 2.1 
Penelitian Sebelumnya
	No
	Judul Penelitian
	Persamaan Penelitian Sebelumnya dengan Penelitian Saat Ini
	Perbedaan Penelitian Sebelumnya dengan Penelitian Saat Ini

	1
	Krisdyawati, A. R., & Yuniningsih, T. (2019). Efektivitas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Semarang dalam Penanganan kasus kekerasan terhadap Anak Di Kota Semarang, FISIP Universitas Diponegoro
	Metode pendekatan penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif dan Objek yang diteliti sama-sama di instansi pemerintah yang mempunyai wewenang dalam menangani kekerasan anak.
	Teori yang digunakan oleh penelitian sebelumnya merupakan teori Efektivitas Organisasi, Manajemen Publik sedangkan teori yang digunakan oleh penelitian saat ini menggunakan teori Pengawasan.

	2
	Hamdan, S., Harun, H., & Mustiah, M. (2019). Peran Pemerintah Kota Jambi Dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Anak (Studi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi), (Doctoral dissertation, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi)

	Objek yang diteliti sama-sama di instansi pemerintah yang mempunyai wewenang dalam menangani kekerasan anak.
	Metode yang digunakan oleh peneliti sebelumnya adalah metode yuridis empiris, sedangkan metode yang digunakan oleh penelitian saat adalah metode desktiftip kualitatif dan Teori yang digunakan penelitian sebelumnya menggunakan teori kebijakan publik, kekerasan terhadap anak, perlindungan anak dan pemerintah kota. Sedangkan teori yang digunakan oleh penelitian saat ini adalah teori pengawasan. Kemudian, Fokus dari penelitian sebelumnya adalah lebih ke Peran, kebijakan dan kendala yang dilakukan Pemerintah Kota Jambi Dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Anak. Sedangkan fokus pada penelitian saat ini yaitu lebih ke bagaimana pengawasan, faktor dan upaya yang dilakukan bidang perlindungan perempuan dan anak dalam menangani kekerasan anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Majalengka.

	3
	Wafa, K. (2021), berjudul “Peran Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah”, (Doctoral dissertation, IPDN Jatinangor).

	Objek yang diteliti sama-sama di instansi pemerintah yang mempunyai wewenang dalam menangani kekerasan anak dan Metode pendekatan penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif.
	Teori yang digunakan oleh penelitian sebelumnya merupakan teori peranan sedangkan teori yang digunakan oleh penelitian saat ini menggunakan teori Pengawasan dan Fokus dari penelitian sebelumnya yaitu terkait tugas pokok dan fungsi dari Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan fokus dari penelitian saat ini adalah lebih ke bagaimana pengawasan, faktor dan upaya yang dilakukan bidang perlindungan perempuan dan anak dalam menangani kekerasan anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Majalengka.

	4
	Astirani, V. N. (2022). , berjudul “Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Mengatasi Kekerasan Pada Anak di Kabupaten Bengkulu Utara”, (Doctoral dissertation, INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI).
	Metode pendekatan penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif dan Objek yang diteliti sama-sama di instansi pemerintah yang mempunyai wewenang dalam menangani kekerasan anak.
	Fokus dari penelitian sebelumnya yaitu kebijakan pemerintah dalam mengatasi kekerasan pada perempuan dan anak permasalahan utamanya yang dibahas dalam penelitian ini tingkat kinerja yang terkendali oleh berbagai faktor internal maupun eksternal. Sedangkan fokus dalam penelitian saat ini adalah lebih ke bagaimana pengawasan, faktor dan upaya yang dilakukan bidang perlindungan perempuan dan anak dalam menangani kekerasan anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Majalengka. Kemudian, Teori yang digunakan oleh penelitian sebelumnya merupakan teori produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas. Sedangkan teori yang digunakan oleh penelitian saat ini menggunakan teori Pengawasan.

	5
	Rosmilawati, R. (2019), berujudul ”Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Anak (Studi Kasus di Kecamatan Tangerang Kota Tangerang)”. (Doctoral dissertation, UIN SMH Banten).
	Metode pendekatan penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif dan Objek yang diteliti sama-sama di instansi pemerintah yang mempunyai wewenang dalam menangani kekerasan anak.
	Teori yang digunakan oleh penelitian sebelumnya merupakan teori peran, anak, kekerasan. Sedangkan teori yang digunakan oleh penelitian saat ini menggunakan teori Pengawasan dan Fokus dari dari penelitian sebelumnya yaitu pencegahan dalam penanganan kekerasan terhadap anak. Sedangkan fokus dalam penelitian saat ini adalah lebih ke bagaimana pengawasan, faktor dan upaya yang dilakukan bidang perlindungan perempuan dan anak dalam menangani kekerasan anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Majalengka
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Dari tabel tersebut, nampak bahwa penelitian sebelumnya sudah banyak membahas tentang kekerasan pada anak. Namun demikian, penelitian saat ini tidak sama dengan penelitian sebelumnya baik teori yang digunakan maupun fokus pada penelitian tersebut. Oleh karenanya penelitian saat ini bersifat orisinil.

2.2 [bookmark: _Toc136799054][bookmark: _Toc136867337][bookmark: _Toc137287982]Tinjauan Pustaka
2.2.1 [bookmark: _Toc130842841][bookmark: _Toc136799055][bookmark: _Toc136867338][bookmark: _Toc137287983]Pengertian Pengawasan 
Pengawasan secara umum dapat didefinisikan sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi.
G. R. Terry mendefinisikan Pengawasan yaitu sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apabila perlu dilakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar. Sedangkan menurut T. Hani Handoko pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk “menjamin” bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai.
Menurut Mc. Farland, memberikan definisi pengawasan (control) yaitu “control is the process by which an executive gets the performance of his subordinates to correspond as closely as possible to chosen plans, orders, objectives, or policies”. Pengawasan ialah suatu proses di mana Pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, atau kebijaksanaan yang telah ditentukan. Jenis-jenis pengawasan harus berpedoman terhadap : Rencana (planning) yang telah diputuskan, Perintah (order) terhadap pelaksanaan pekerjaan (performance), Tujuan dan/atau, Kebijaksanaan yang telah ditentukan sebelumnya.
Menurut Manullang (1977: 136) bahwa pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa saja yang sudak dilaksanakan, menilainya dan mengoreksinya bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Pada hakekatnya pengertian menurut Manullang tersebut juga menekankan bahwa pengawasan merupakan suatu proses dimana pekerjaan itu telah dilaksanakan kemudian diadakan penilaian apakah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan ataukah terjadi penyimpangan dan tidak hanya sampai pada penemuan penyimpangan tetapi juga bagaimana mengambil langkah perubahan dan perbaikan sehingga organisasi tetap dalam kondisi yang sehat.
Pengawasan menurut Handoko (2012: 34) yaitu suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan pengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara yang efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan. 
Menurut Siagian (2017: 112) pengawasan ialah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. 
Dari definisi tersebut dapat disimpulkan, bahwa pengawasan merupakan proses untuk menjaga supaya kegiatan terarah menuju pencapaian tujuan seperti yang direncanakan dan apabila ditemukan penyimpangan-penyimpangan diambil tindakan koreksi.

2.2.2 [bookmark: _Toc130842842][bookmark: _Toc136799056][bookmark: _Toc136867339][bookmark: _Toc137287984]Sasaran Pengawasan
Sasaran-sasaran pengawasan menurut Siagian (2017: 113) adalah sebagai berikut:
1. Bahwa melalui pengawasan, pelaksanaan tugas-tugas yang telah ditentukan berjalan sungguh-sungguh sesuai dengan pola yang telah digariskan dalam rencana.
2. Bahwa struktur serta hierarki organisasi sesuai dengan pola yang telah ditentukan dalam rencana.
3. Bahwa seseorang sungguh-sungguh ditempatkan sesuai dengan bakat, keahlian, dan pendidikan, serta pengalamannya dan bahwa usaha pengembangan keterampilan bawahan dilaksanakan secara berencana, kontinu, dan sistematis.
4. Bahwa penggunaan alat-alat diusahakan agar sehemat mungkin.
5. Bahwa sistem dan prosedur kerja tidak menyimpang dari garis-garis kebijakan yang telah tercermin dalam rencana.
6. Bahwa pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang objektif dan rasional, dan tidak atas dasar personal likes and dislike.
7. Bahwa tidak terdapat penyimpangan dan/atau penyelewengan dalam penggunaan kekuasaan, kedudukan dan terutama keuangan.

2.2.3 [bookmark: _Toc130842843][bookmark: _Toc136799057][bookmark: _Toc136867340][bookmark: _Toc137287985]Maksud dan Tujuan Pengawasan 
Pengawasan itu dimaksudkan untuk mencegah atau untuk memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidak-sesuaian, penyelewengan dan lainnya yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan. Jadi maksud pengawasan bukan mencari kesalahan terhadap orangnya, tetapi mencari kebenaran terhadap hasil pelaksanaan pekerjaannya. 
Pengawasan bertujuan agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif), sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. 





2.2.4 [bookmark: _Toc130842844][bookmark: _Toc136799058][bookmark: _Toc136867341][bookmark: _Toc137287986]Sifat-sifat Pengawasan 
Pimpinan suatu organisasi harus mengetahui ciri-ciri suatu proses pengawasan agar fungsi pengawasan tersebut mendatangkan hasil yang diharapkan serta berusaha dalam pelaksanaan pengawasan. Adapun sifat-sifat Pengawasan Menurut Siagian (2017: 114) :
1. Pengawasan harus bersifat fact finding dalam arti bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan harus menemukan fakta-fakta tentang bagaimana tugas-tugas dijalankan dalam organisasi. Terpaut dengan tugas tertentunya ada faktor-faktor lain, seperti faktor biaya, tenaga kerja, sistem dan prosedur kerja, struktur organisasi dan faktor-faktor psikologis seperti rasa dihormati, dihargai, kemajuan dalam karier dan sebagainya.
2. Pengawasan harus bersifat preventif yang berarti bahwa proses pengawasan itu dijalankan untuk mencegah timbulnya penyimpangan-penyimpangan dan penyelewengan-penyelewengan dari rencana yang telah ditentukan.
3. Pengawasan diarahkan kepada masa sekarang yang berarti bahwa pengawasan hanya dapat ditunjukan terhadap kegiatan-kegiatan yang kini sedang dilaksanakan. 
4. Pengawasan hanyalah sekedar alat untuk meningkatkan efisiensi. Pengawasan tidak boleh dipandang sebagai tujuan.
5. Karena pengawasan hanya sekedar alat administrasi dan manajemen maka pelaksanaan pengawasan itu harus mempermudah tercapainya tujuan.
6. Proses pelaksanaan pengawasan harus efisien. Jangan sampai terjadi pengawasan malahan menghambat usahas peningkatan efisiensi.
7. Pengawasan tidak dimaksudkan untuk menentukan siapa yang salah jika ada ketidak beresan, akan tetapi untuk menemukan apa yang tidak betul.
8. Pengawasan harus bersifat membimbing agar pelaksanaan meningkatkan kemampuannya untuk melakukan tugas yang ditentukan baginya.

2.2.5 [bookmark: _Toc130842845][bookmark: _Toc136799059][bookmark: _Toc136867342][bookmark: _Toc137287987]Teknik-tenik Pengawasan 
Teknik-teknik pengawasan Menurut Siagian (2017: 115) proses pengawasan pada dasarnya dilaksanakan oleh administrasi dan manajemen dengan mempergunakan dua macam teknik, yaitu:
1. Pengawasan langsung (direct control), ialah apabila pimpinan organisasi melakukan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan oleh para bawahannya. Pengawasan langsung ini dapat berbentuk:
a. Inspeksi langsung, yaitu bentuk pengawasan langsung dimana pimpinan secara langsung mengadakan pemeriksaan ke tempat kerja para pegawai untuk meninjau kondisi pegawai dan pelaksanaan pekerja yang dilakukan oleh para pegawai serta memberikan kebenaran laporan yang diterimanya.
b. On the spot observation (pengamatan langsung) merupakan bentuk pengawasan langsung yang dilakukan pimpinan dengan cara mengamati dan memeriksa kegiatan dilapangan. Maksud dan tujuan dari teknik ini adalah untuk memperoleh informasi yang objektif tentang pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh bawahannya dan selanjutnya untuk melakukan tindakan korektif.
c. On the spot report (melaporkan langsung) yaitu pengawasan yang dilakukan oleh pemimpin dengan meminta laporan secara langsung kepada bawahan pada saat berada dilapangan dengan jalan meminta keterangan secara langsung kepada pegawai mengenai pelaksanaan pekerjaan mereka dan hasil-hasilnya laporan ditempat ini dilaksanakan dengan makan agar mendapatkan data dan fakta objektif mengenai pelaksanaan pekerjaan oleh para pegawai serta hasil dari pekerjaan tersebut oleh pegawai yang bersangkutan, sehingga apabila ada penyimpangan rencana dan kegiatan dapat dihindari.
Akan tetapi, karena banyaknya dan kompleksnya tugas-tugas seorang pimpinan-terutama dalam organisasi yang besar-seorang pimpinan tidak mungkin dapat selalu menjalankan pengawasan langsung itu. Karena itu sering pula ia harus melakukan pengawasan yang bersifat tidak langsung.
2. Pengawasan tidak langsung (indirect control), ialah pengawasan dari jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan. Laporan ini dapat berbentuk:
a. Laporan tertulis yaitu sebagai suatu pertanggung jawaban kepada atasannya mengenai pekerjaan yang dilaksanakannya sesuai dengan instruksi dan tugas-tugas yang diberikan atasan kepadanya.
b. Laporan lisan, yaitu sebagai suatu pengawasan yang dilakukan dengan mengumpulkan fakta-fakta atau informan tentang pelaksanaan pekerjaan melalui penyampaian informan yang disampaikan langsung melalui tatap muka bawahan kepada atasan.
Kelemahan dari pengawasan tidak langsung itu ialah bahwa sering para bawahan hanya melaporkan hal-hal yang positif saja. Dengan perkataan lain, para bawahan itu mempunyai kecenderungan hanya melaporkan hal-hal yang diduganya akan menyenangkan pimpinan.

2.2.6 [bookmark: _Toc130842846][bookmark: _Toc136799060][bookmark: _Toc136867343][bookmark: _Toc137287988]Macam-macam Pengawasan
Adanya macam-macam pengawasan diklasifikasikan oleh berbagai hal, baik pengawasan dari dalam organisasi itu sendiri maupun dibantu oleh pihak lain agar maksud dan tujuan yang sudah dirancang dapat terealisasikan dengan baik.
Menurut Handayaningrat (1990: 144) macam-macam pengawasan dibagi menjadi empat, yaitu:
1. Pengawasan dari Dalam (Internal Control)
Berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit, pengawasan yang dibentuk di dalam organisasi itu sendiri. Aparat/unit pengawasan ini bertindak atas nama Pimpinan Organisasi. Aparat/unit pengawasan ini bertugas mengumpulkan segala data dan informan yang diperlukan oleh Pimpinan Organisasi. Data-data dan informasi ini dipergunakan oleh pimpinan untuk menilai kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan. Hasil pengasawasan ini dapat pula digunakan dalam menilai kebijaksanaan/keputusan-keputusan yang telah dikeluarkan. Sebaliknya Pimpinan dapat pula melakukan tindakan-tindakan perbaikan (korektif) terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya. 

2. Pengawasan dari Luar (External Control)
Berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan dari luar organisasi itu. Aparat/unit pengawasan dari luar organisasi itu adalah aparat pengawasan yang bertindak atas nama atas pimpinan organisasi itu, atau bertindak atas nama pimpinan organisasi itu karena permintaannya. 
3. Pengawasan Preventif 
Arti dari pengawasan preventif ialah pengawasan yang dilakukan sebelum rencana itu dilaksanakan. Maksud daripada pengawasan preventif ini ialah untuk mencegah terjadinya kekeliruan/kesalahan dalam pelaksanaan. Dalam sistem pemeriksaan anggaran, pengawasan preventif ini disebut pre-audit. Pengawasan preventif dapat dilakukan dengan usaha-usaha sebagai berikut :
a. Menentukan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan sistem prosedur hubungan dan tata kerjanya
b. Membuat pedoman/manual sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan
c. Menentukan kedudukan, tugas, wewenang dan tanggung jawabnya
d. Mengorganisasikan segala macam kegiatan, penempatan pegawai dan pembagian pekerjaannya
e. Menentukan sistem koordinasi, pelaporan dan pemeriksaaan
f. Menetapkan sanksi-sanksi terhadap pejabat yang menyimpang dari peraturan yang ditetapkan 

4. Pengawasan Represif
Arti daripada pengawasan represif ialah pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan. Maksud diadakannya pengawasan represif ialah untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam sistem pemeriksaan anggaran, pengawasan represif ini disebut post-audit. Adapun pengawasan represif ini dapat menggunakan sistem-sistem pengawasan sebagai berikut :
a) Sistem Komperatif
1. Mempelajari laporan-laporan kemajuan (progres report) dari pelaksanaan pekerjaan, dibandingkan dengan jadwal rencana pelaksanaan.
2. Membandingkan laporan-laporan hasil pelaksanaan pekerjaan dengan rencana yang telah diputuskan sebelumnya
3. Mengadakan analisa terhadap perberdaan-perbedaan tersebut, termasuk faktor lingkungan yang mempengaruhinya
4. Memberikan penilaian terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan, termasuk para penanggung jawabnya
5. Mengambil keputusan atas usaha perbaikannya atau penyempurnaannya
b) Sistem verifikatif
1. Menentukan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan prosedur pemeriksaan
2. Pemeriksaan tersebut harus dibuat laporan secara periodik atau secara khusus
3. Mempelajari laporan untuk mengetahui perkembangan dari hasil pelaksanaanya
4. Mengadakan penilaian terhadap hasil pelaksanaanya
5. Memutuskan tindakan-tindakan perbaikan atau penyempurnaannya
c) Sistem inspektif
Inspektif dimaksudkan untuk mengecek kelebaran dari suatu laporan yang dibuat oleh para petugas pelaksanaanya. Dalam pemeriksaan di tempat (on the spot inspection) instruksi-instruksi diberikan dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan pekerjaan. Inspektif dimaksudkan pula untuk memberikan penjelasan-penjelasan terhadap kebijakan pimpinan. Penjelasan-penjelasan ini merupakan kontak pribadi antara Pimpinan/Wakil Pimpinan dengan para petugas pelaksanaan ditempat, yang dapat menimbulkan rasa kesetiakawanan (jiwa korps), rasa solidaritas, dan ketinggian moral.
Untuk menjamin hasil yang objektif dalam inspektif ini, kadang-kadang diperlukan pengganti jabatan (tour of duty) dalam periode tertentu. Pengganti jabatan ini dimaksudkan pula untuk lebih menyegarkan tugas-tugas inspektif, karena tugas-tugas tersebut kecuali membosankan juga menjemukan.


d) Sistem Investigatif 
Sistem ini lebih menitik beratkan terhadap penyelidikan/penelitian yang lebih mendalam terhadap suatu masalah yang bersifat negatif. Penyelidikan/peneliti ini didasarkan atas suatu laporan yang masih bersifat hipotesa (anggapan). Laporan tersebut mungkin benar dan mungkin salah. Oleh karena itu perlu diteliti lebih mendalam untuk dapat mengungkapkan hipotesa tersebut. Agar dapat memperoleh jawaban yang benar diperlukan pengumpulan data, menganalisa atau mengolah data, dan penilaian atas data tersebut. Berdasarkan atas hasil peneliti/penyidik tersebut, kemudian segera diambil keputusannya.

2.2.7 [bookmark: _Toc130842847][bookmark: _Toc136799061][bookmark: _Toc136867344][bookmark: _Toc137287989]Prosedur Pengawasan
Menurut Handayaningrat (1990: 156-159) prosedur pengawasan adalah sebagai berikut:
1. Observasi, pemeriksaan , dan pemeriksaan kembali
Pekerjaan mengetahui bahwa observasi dimaksudkan juga untuk mengadakan penilaian/evaluasi baik terhadap dirinya maupun terhadap bawahannya. Oleh karena itu Observasi sebaiknya direncanakan dan dilakukan secara sistematis. Dalam observasi itu akan menimbulkan adanya hubungan pribadi yang berulang-ulang. Akan tetapi hubungan pribadi saja tidak cukup, karena observasi tidak mungkin dapat menjangkau semua pekerjaan yang dilakukan. Inilah yang merupakan suatu kesukaran adanya pembatasan dalam prosedur pengawasan dengan observasi yang berulang-ulang. 
Maksud/ tujuan observasi yang terakhir adalah sistem daripada pemeriksaan (audit) atau peninjauan kembali (review) apa yang telah dilakukan. Peninjauan kembali (review) adalah sama dengan pemeriksaan tetapi menitikberatkan kepada faktor-faktor yang bersifat kualitatif bukan yang bersifat kuantitatif. 
2. Pemberian contoh 
Pemberian contoh adalah penting bagi pimpinan, karena pimpinan sering menjumpai suatu pemberian contoh yang akan dapat membantu hasil daripada pengawasan. Hal ini karena pemberian contoh daripada pimpinan biasanya akan menjadi norma dari suatu kelompok bawahan untuk diikuti.
3. Catatan dan laporan 
Pencatatan dan laporan mempunyai nilai pengawasan, sekalipun dalam penggunaannya diperlukan waktu dan tenaga yang banyak. Pencapaian dan pelaporan ini merupakan hal yang penting bagi organisasi sebagai suatu alat pembuktian. Banyak organisasi yang mengabaikan catatan dan laporan ini karena kurang pengertian. 
Suatu organisasi yang baik dan telah menyadari pentingnya catatan dan laporan ini telah menyediakan anggaran tersendiri untuk mempelajari dan menerapkan sistem pencatatan dan prosedur daripada pelaporan dengan mengurangi biaya dari pos lain yang kurang penting.

4. Pembatasan wewenang
Dalam hal bawahan mempunyai wewenang yang melebihi daripada wewenang yang telah ditentukan, maka perlu adanya suatu pembatasan agar supaya tidak terjadi penyimpangan.
5. Menentukan peraturan-peraturan, perintah-perintah dan prosedur 
Pimpinan mempunyai peranan penting dalam pengawasan tugas rutin dan dapat mengembangkan kebiasaan-kebiasaan yang baik daripada pelaksanaan yang dilakukan oleh orang-orang di dalam suatu organisasi. Peraturan pada umumnya melarang bentuk tingkah laku yang khususnya atau kalau diizinkan akan dapat menggangu usaha-usaha serta membahayakan kehidupan suatu organisasi.
6. Anggaran 
Anggaran adalah rencana yang merupakan alat daripada pimpinan untuk dilaksanakan. Anggaran ini merupakan suatu petunjuk untuk mengembangkan dan memajukan organisasi, dan juga merupakan suatu alat pengawasan (control), yang menghubungkan antara rencana pelaksanaan dan pengawasan. Pengawasan memulai anggaran adalah suatu pembatasan daripada kegiatan yang menjadi ruang lingkupnya.
7. Sensor 
Sensor adalah tindakan preventif yaitu untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Sensor adalah prosedur pengawasan yang bersifat negatif, sekalipun hal yang demikian ini kurang disukai. Sebaliknya dalam pengawasan ini mereka masih timbul pertanyaan, yaitu apakah sesuatu yang telah dilakukan itu sudah sesuai dengan pedoman atau kebijaksanaan telah ditentukan. 
Maksud daripada sensor ialah tindak pengamanan agar kesalahan-kesalahan yang akan diperbuat/ timbul segera dapat dicegah/ diperbaiki, dan tindakan-tindakan pembetulan sebelum kesalahan itu terlambat. Dengan demikian maka dengan sensor ini diharapkan tidak akan terjadi lagi tindakan-tindakan yang tidak dikehendakinya.
8. Tidak Disiplin
Sensor merupakan suatu bentuk tindakan yang bersifat mendisiplinkan. Akan tetapi disamping itu masih terdapat bentuk lain yang mempunyai nilai sanksi yaitu suatu tindakan disiplin. Pengawasan melalui tindakan disiplin akan mempunyai pengaruh sampai manakah tindakan yang bersifat korektif dan represif itu dijalankan. Hal demikian itu sering sukar dilakukan karena perbedaan tingkahlaku dan keperluan mereka di bidang kegiatan usaha sekalipun hal yang demikian itu tidak dinginkan. Apabila hal yang demikian itu tidak dapat diatasi, maka akibatnya akan menimbulkan sesuatu yang lebih buruk, dan biasanya dilakukan sampai berulangkali. Bahkan pengawasan yang bersifat positifpun, tidak dapat memperbaiki keadaan yang demikian.





2.3 [bookmark: _Toc136799062][bookmark: _Toc136867345][bookmark: _Toc137287990]Kerangka Pemikiran 
Pengawasan secara umum dapat didefinisikan sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi.
Pengawasan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk memantau, mengukur dan bila perlu melakukan perbaikan atas pelaksanaan pekerjaan sehingga apa yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang dinginkan.
Menurut Siagian (2017: 112) “pengawasan adalah Proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya”. 
Dari pendapat tersebut, pengawasan memegang peranan penting dalam analisis kekerasan pada anak di Kabupaten Majalengka yang terbilang belum maksimal, dapat dilakukan tindak lanjut untuk mengurangi kasus kekerasan anak di Kabupaten Majalengka sehingga dapat memberikan kenyamanan bagi anak.
Teknik-teknik pengawasan Menurut Siagian (2017: 115) yaitu:
1. Pengawasan langsung (direct control), ialah apabila pimpinan organisasi melakukan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan oleh para bawahannya. Pengawasan langsung ini dapat berbentuk:
a. Inspeksi langsung, yaitu bentuk pengawasan langsung dimana pimpinan secara langsung mengadakan pemeriksaan ke tempat kerja para pegawai untuk meninjau kondisi pegawai dan pelaksanaan pekerja yang dilakukan oleh para pegawai serta memberikan kebenaran laporan yang diterimanya.
b. On the spot observation (pengamatan langsung) merupakan bentuk pengawasan langsung yang dilakukan pimpinan dengan cara mengamati dan memeriksa kegiatan dilapangan. Maksud dan tujuan dari teknik ini adalah untuk memperoleh informasi yang objektif tentang pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh bawahannya dan selanjutnya untuk melakukan tindakan korektif.
c. On the spot report (melaporkan langsung) yaitu pengawasan yang dilakukan oleh pemimpin dengan meminta laporan secara langsung kepada bawahan pada saat berada dilapangan dengan jalan meminta keterangan secara langsung kepada pegawai mengenai pelaksanaan pekerjaan mereka dan hasil-hasilnya laporan ditempat ini dilaksanakan dengan makan agar mendapatkan data dan fakta objektif mengenai pelaksanaan pekerjaan oleh para pegawai serta hasil dari pekerjaan tersebut oleh pegawai yang bersangkutan, sehingga apabila ada penyimpangan rencana dan kegiatan dapat dihindari.
2. Pengawasan tidak langsung (indirect control), ialah pengawasan dari jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan. Laporan ini dapat berbentuk:
a. Laporan tertulis yaitu sebagai suatu pertanggung jawaban kepada atasannya mengenai pekerjaan yang dilaksanakannya sesuai dengan instruksi dan tugas-tugas yang diberikan atasan kepadanya.
b. Laporan lisan, yaitu sebagai suatu pengawasan yang dilakukan dengan mengumpulkan fakta-fakta atau informan tentang pelaksanaan pekerjaan melalui penyampaian informan yang disampaikan langsung melalui tatap muka bawahan kepada atasan.
Secara keseluruhan pengawasan kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani oleh Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Majalengka dilaksanakan dengan baik. Akan tetapi, kurangnya anggaran pada bidang tersebut menjadi kendala utama sehingga dalam proses penanganan belum berjalan secara efektif.
Adapun hambatan yang terjadi dalam dalam proses penanganan kasus kekerasan anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Majalengka, yaitu: 
1. Terbatasnya anggaran sehingga dalam pelaksanaan kegiatan belum maksimal
2. Terbatasnya fasilitas kendaraan operasional untuk melakukan pendampingan korban ke lapangan
3. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap kasus-kasus kekerasan pada anak yang terjadi di Kabupaten Majalengka, sehingga dianggap tidak penting untuk melapor.



Upaya yang dilakukan oleh Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dalam mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi, yaitu:
1. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak memaksimalkan anggaran yang ada untuk mengcover semua kegiatan.
2. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dalam pelaksanaan pedampingan korban ke lapangan masih bisa menggunakan kendaraan pribadi.
3. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak melakukan sosialisasi pencegahan kekerasan pada anak di lingkungan masyarakat dan satuan – satuan pendidikan.
Dari uraian tersebut maka  pengawasan bidang perlindungan perempuan dan anak dalam menangani kekerasan anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Majalengka dapat dilaksanakan secara efektif sehingga memberikan kenyamanan bagi anak.
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Pengawasan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Menangani Kekerasan Anak di DP3AKB Kabupaten Majalengka
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Teknik-teknik Pengawasan (Siagian, 2017: 115) :
1. Pengawasan Langsung
a. Inspeksi langsung
b. Pengamatan Langsung
c. Laporan Langsung
2. Pengawasan Tidak Langsung
a. Laporan Tertulis, dan
b. Laporan Lisan 








Output (-) 
Pengawasan belum efektif
Output (+) 
Pengawasan sudah efektif



Outcome
Pengawasan meningkat dan memberikan kenyamanan bagi anak  
Hambatan yang terjadi dalam pengawasan kekerasan anak di DP3AKB Kabupaten Majalengka



Upaya dalam meningkatkan pengawasan dan mengurangi kekerasan anak di DP3AKB Kabupaten Majalengka




Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran
